
 

 
 

 
 

WALIKOTA PAREPARE 

PROVINSI SULAWESI SELATAN 
 

PERATURAN DAERAH  KOTA PAREPARE  
NOMOR  9  TAHUN 2018 

 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE  

NOMOR 1  TAHUN 2014 TENTANG PAJAK SARANG BURUNG WALET 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALIKOTA PAREPARE, 
 

Menimbang :   a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 18 

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah maka perlu 
dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kota 
Parepare Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pajak Sarang Burung 

Walet; 
 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 1 

Tahun 2014 tentang Pajak Sarang Burung Walet; 
 

Mengingat  :   1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

 

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 
74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

1822); 
 

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab 

Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3209); 

 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi 
Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3419); 
 

5.Undang ........... 

 

SALINAN 
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5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3209); 
 

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan 

Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4189); 
 

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 
 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia  Nomor 5587) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 5679); 

 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 

Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 
56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3258); 
 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang 

Perburuan Satwa Baru (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1994 Nomor 19, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3544); 
 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3803); 
 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4578); 
13.Peraturan .......... 
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan  Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4737); 
 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 
 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan L:embaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887); 
 

16. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 5 Tahun 2011 
tentang Pengelolaan Usaha Sarang Burung Walet (Lembaran 

Daerah Kota Parepare Tahun 2011 Nomor 72); 
 

17. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2014 

tentang Pajak Burung Sarang Walet (Lembaran Daerah Kota 
Parepare Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah 

Kota Parepare Nomor 102);      
 
18. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kota Parepare 2016 Nomor, Tambahan 

Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 127);    
 

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAREPARE 
dan  

WALIKOTA PAREPARE 
 

MEMUTUSKAN : 
 
Menetapkan :  PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE NOMOR 1 TAHUN 
2014 TENTANG PAJAK  SARANG BURUNG WALET 

 

Pasal I ...................... 
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Pasal I 
 

ketentuan Pasal 1 angka 2, angka 5 dan angka 6 dalam Peraturan Daerah 

Parepare Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran 
Daerah Kota Parepare Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah 
Kota Parepare Nomor 102), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 
Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kota Parepare. 

 
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan daerah otonom. 
 

3. Walikota adalah Walikota Parepare. 
 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD, adalah 

lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah. 
 

5. Organisasi Perangkat Daerah Kota Parepare selanjutnya disebut Organisasi 

Perangkat Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai 

tugas pokok dan fungsi dibidang pemungutan pajak daerah. 
 

6. Kepala Organisasi Perangkat Daerah adalah Kepala OPD yang mempunyai 

tugas pokok dan fungsi dibidang pemungutan pajak daerah. 
 

7. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib 

kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat 

memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan 

imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah  bagi 

sebesar-besar kemakmuran rakyat. 
 

8. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak yang dikenakan atas kegiatan 

Pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet. 
 

9. Burung Walet adalah Satwa yang termasuk marga collocalia, yaitu collocalia 
fuchliap haga, collocalia maxina, collocalia esculanta dan collocalia linchi. 

 
10. Pengelolaan Burung Walet adalah Rangkaian pembinaan habitat dan 

pengendalian populasi burung walet di habitat alami dan di luar habitat 

alami. 
 

11. Habitat alami adalah meliputi kawasan hutan negara, kawasan konservasi 

dan gua alam dan atau di luar kawasan yang tidak dibebani hak milik 
perorangan dan atau adat. 

 
Di luar ......... 



- 5 – 
 

12. Di luar habitat alami adalah meliputi bangunan, rumah dan atau gedung. 
 

13. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan 
pajak. 

 
14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan 

kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan 

usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan 
lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik 

Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma kongsi, 
koperasi, dana  ocial , persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi 
massa, organisasi  ocial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan 

bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk 
usaha tetap. 

 
15. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, 

pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban 

perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan daerah. 

 
16. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka 

waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 

(tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk 
menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang. 

 
17. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, 

dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan 
daerah. 

 
18. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan 

data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau 

retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi 
kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya. 

 
19. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD 

adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan 

penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan 
objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 

 
20. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah 

bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan 

menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas 
daerah melalui tempat pembayaran yang telah ditunjuk oleh Walikota. 

 
21.Surat ................... 
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21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat 
SKPDKB adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok 

pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, 
besarnya sanksi administrative dan jumlah pajak yang masih harus 
dibayar. 

 
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya 

disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan 
atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. 

 
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, 

adalah Surat Ketetapan yang menentukan jumlah pokok pajak sama 
besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak 

ada kredit pajak. 
 

24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat 
SKPDLB, adalah Surat Ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan 
pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak 

yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 
 

25. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah 

Surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif 
berupa bunga dan/atau denda. 
 

26. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan 
kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan 

ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan 
daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat 

Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, 
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan 

Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat 
Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan 
Keberatan. 
 

27. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan 
tehadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak 

Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan 
Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah 

Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar atau terhadap 
pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib 

Pajak. 
 

28. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding 

terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak. 
 

29. Pemeriksaan ............ 
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29. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah 
data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan 

professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji 
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk 
tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan daerah. 
 

30. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian 
tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta 
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana 

di bidang perpajakan daerah perpajakan yang terjadi serta menemukan 
tersangkanya. 
 

Pasal II 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Parepare. 
 

   Ditetapkan di Parepare. 
   pada tanggal 21 Juni 2018 

   
                      Pjs. WALIKOTA PAREPARE, 

 
          ttd 

     
       LUTFIE NATSIR 

 
Diundangkan di Parepare.  

pada tanggal 21 Juni 2018 
 

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE, 
 

         ttd 
           

IWAN ASAAD 
 

 

LEMBARAN DAERAH KOTA PAREPARE  TAHUN 2018 NOMOR  9 

NO REG PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE PROVINSI SULAWESI 
SELATAN : B.HK.HAM.9.055.18 
 


